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Menimbang a. bahwa di antara 20.633 desa tertinggal terdapat sebanyak 3.968 desa

yang kondisi kemiskinannya dikategorikan parah sehingga

memerlukan pembinaan secara khusus;

b. bahwa dari 3.968 desa tertinggal parah tersebut 200 desa telah dipilih

sebagai rintisan program kerjasama antara Pemerintah dengan -

Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) dalam Piagam Kerjasama

yang sudah disepakati;

c. bahwa untuk mengkoodinasikan pelaksanaan program rintisan (uji

coba) sebagaimani tersebut pada butir b diatas, perlu dibentuk Tim
Koordinasi Pelaksanaan Program Kerjasama melalui Keputusan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

l. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan

Penanggulangan Kemiskinan;
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2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan

Ke-putusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun

1988.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 961M11993 tentang Pembentukan

Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah dirubah dengan

Keputusan Presiden RI Nomor 388/lvl/1995.

4. Keputusan Presiden RI Nomor l32lMll993 jo. Keputusan Presiden

RI Nomor 4l'7Ai411995 tentang Pejabat Eselon I Kantor Me-nteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana

Pembangunan Lima Tahun Keenam;

7. Piagam Kerjasama antara Masyarakat Perhutanan Indonesia dengan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

044105Ai{P110394 dan Nomor KEP.007/Ket/3/1994 tanggal 9 Maret

1994.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Pelaksanaan Program Kerjasama dengan Masyarakat

Perhutanan Indonesia (MPl), atau Tim Koordinasi Program MPI.

Membentuk Tim Koordinasi Program MPI untuk mengkoordinasikan

pembi-naan khusus di 200 dcsa tertinggal sebagai program rintisan

penbinaan desa tertinggal parah sccara kcseluruhan.

Susunan Crganisasi dan Keanggotaan Tim dimaksud pada diktunr

PERTAMA, adalah sebagaimana tcrcanlum dalam Lanrpiran Keputusan

ini.

Tugas Tim Koordinasi Program MPI adalah (a) mempersiapkan dan

mengkoordinasikan'penempatan tenaga pendamping; (b) membantu

persiapan pembangunan prasanrna yang dibutuhkan; (c) mengadakan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA



pemantauan dan evaluasi atas hasil kegiatan dan pelaksanaan program

dan (d) mengadakan kaji tindak di 40 desa tipologi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut

pada diktum KETIGA, dibebankan kepada bantuan Masyarakat

Perhutanan Indonesia (MPI) bagi program IDT.

Tim ini bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan instansi-

instansi lain yang terkait.

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KF,EMPAT

KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di

Pada tanggal

Jakarta

27 Juni 1996

Ginandjar Kartasasmita
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SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
KERJASAIUA ANTARA MASYARAKAT PERHUTANAN INDONESIA

DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I . Ketua Prof. Dr. Mubvarto

2. Wakil Ketua Prof. Dr. Herman Haeruman

3. Sekretaris

4. Wakil Sekretaris Drs. Dalle Daniel Sulekale

5. Bendahara Ir. Antonius Tarigan

6. Koordinator Bidang
a. Pendamping
b. Prasarana dan Kaji Tindak
c. Pemantauan dan Evaluasi

7. Nara Sumber

: Dr. Budi Soeradji
: Drs. Soewarto, MPIA
: Ir. Sjahruddin Semat, MURP

l. Dr. Ir. Muslimin Nasution
2. Prof. Dr. Mustopadidjaja AR. SE, MPIA
3. Drs. Kunarjo, MA
4. Dr. Manuwoto
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